
 

 
 

 
 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR   94     TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH  
BERUPA DENDA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk mendorong pencapaian penyerapan pajak daerah 

serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak daerah, Bupati dapat memberikan keringanan salah 
satunya berupa penghapusan sanksi administrasi pajak, maka 

terhadap Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah 

Berupa Denda di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu 
dilakukan penyesuaian; 

 

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 107 ayat (2) dan ayat 

(3) menyatakan penghapusan sanksi administratif pajak diatur 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu  menetapkan  Keputusan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 
Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda Di Kabupaten 
Kepulauan Meranti; 

 

Mengingat :        1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undagan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun  2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 
Nomor 5); 

 
 

 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 2); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH BERUPA 
DENDA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. 

 
 

Pasal I 
 

 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2021 

tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda 
Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Tahun 2021 Nomor 71 ), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pemberian penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan 
denda pajak terutang periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. 
 

(2) Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan 
Bupati. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

 
(1) Masa pembayaran pajak untuk pemberian penghapusan sanksi administratif 

Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 5 berlaku mulai tanggal 01 
November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. 
 

(2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

 

  
Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal 24 Oktober 2022 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
                 ttd 

 

 

         MUHAMMAD ADIL 

 
 

 

Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 24 Oktober 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

               

ttd 

 
BAMBANG SUPRIYANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 


